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Latar Belakang
Sengketa batas wilayah pemerintahan daerah di Indonesia,

khususnya pada wilayah kepulauan, menunjukkan masih
lemahnya sistem penegasan batas yang mampu
mengintegrasikan aspek teknis, hukum, dan sosial.
Dominasi pendekatan teknokratis dalam penetapan batas
wilayah seringkali mengabaikan dimensi historis dan
sosiologis masyarakat lokal, sebagaimana tercermin dalam
polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan
Sumatera Utara. Kondisi ini menimbulkan disharmoni antara
regulasi teknis dengan realitas kenusantaraan Indonesia
sebagai negara kepulauan.
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Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan

pada permasalahan utama, yaitu:

• Apakah Permendagri No. 141/2017 telah sesuai dengan asas

kenusantaraan pada penentuan batas wilayah pemerintahan daerah

kepulauan?

Sebagaimana dimandatkan dalam UUD 1945 dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta bagaimana desain normatif
penegasan batas wilayah pemerintahan daerah kepulauan
yang ideal dalam kerangka negara kesatuan.
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Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian kritis

terhadap kesesuaian norma dalam Permendagri Nomor 141
Tahun 2017 dengan asas kenusantaraan sebagai asas
pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu,
penelitian ini juga bertujuan merumuskan konsep pengaturan
penegasan batas wilayah daerah kepulauan yang lebih
integratif, adaptif, dan selaras dengan karakter konstitusional
Indonesia sebagai negara kepulauan.
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Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif

dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertumpu pada

bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011, serta Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, yang didukung oleh

bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal ilmiah

bereputasi. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif untuk menilai

koherensi norma, mengidentifikasi disharmoni, serta merumuskan preskripsi

hukum.
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A. Asas Kenusantaraan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011

Asas Kenusantaraan sebagai Kerangka Analisis

Asas kenusantaraan merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berakar

pada Pasal 25A UUD 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas ini lahir dari

konsepsi negara kepulauan yang dipengaruhi oleh Deklarasi Djuanda 1957 dan pengakuan

internasional melalui UNCLOS 1982, sehingga menempatkan wilayah darat dan laut Indonesia

sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Secara gramatikal, definisi tersebut mengandung dua elemen inti yang saling terkait yaitu keharusan

untuk senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan penegasan bahwa

materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari

sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Melalui penafsiran sistematis, asas kenusantaraan tidak bisa dipisahkan dari norma konstitusional yang

lebih tinggi, yaitu Pasal 25A UUD 1945, yang secara tegas menyatakan jika “Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara”. Keterkaitan ini

mengangkat status asas kenusantaraan dari sekedar panduan teknis legislasi menjadi sebuah

mandat konstitusional yang wajib dipatuhi dalam setiap proses pembentukan hukum.
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A. Asas Kenusantaraan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011

Dimensi Asas Kenusantaraan

Dalam penelitian ini, asas kenusantaraan dioperasionalkan ke dalam

empat dimensi utama, yaitu:

1. Integritas teritorial;

2. Kepentingan nasional di atas kepentingan lokal;

3. Kesatuan sistem hukum nasional; serta

4. Kohesi sosial, historis, dan budaya.

Keempat dimensi ini digunakan sebagai tolok ukur normatif untuk

menilai kesesuaian pengaturan penegasan batas wilayah daerah

dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.
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B. Penentuan Batas Wilayah Menurut Permendagri Nomor 141 Tahun 2017

Karakteristik Permendagri Nomor 141 Tahun 2017

Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 dirancang untuk

menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam

penegasan batas wilayah pemerintahan daerah. Regulasi ini

menekankan pendekatan teknokratis melalui penggunaan

metode kartometrik, survei lapangan, serta data geospasial

nasional, baik dalam penegasan batas darat maupun laut,

dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang terpusat pada

pemerintah pusat.
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C. Penerapan Asas Kenusantaraan Dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017

Penerapan Asas Kenusantaraan dalam Permendagri

Hasil analisis menunjukkan bahwa Permendagri Nomor 141 Tahun

2017 telah mencerminkan asas kenusantaraan dalam dimensi

integritas teritorial, kepentingan nasional, dan kesatuan sistem

hukum sejak tahap awal penegasan batas wilayah. Namun,

dimensi kohesi sosial dan historis baru dipertimbangkan secara

reaktif pada tahap penyelesaian sengketa, khususnya melalui

kewenangan diskresioner Menteri Dalam Negeri.
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C. Penerapan Asas Kenusantaraan Dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017

Tabel Perbandingan

Tabel 1. Analisis Komparatif Asas Kenusantaraan dan Norma Permendagri No. 141 Tahun 2017

Dimensi Asas Kenusantaraan
Refleksi dalam Permendagri 141/2017 (Pasal yang 

Mengandung Asas)

Potensi Diskoneksi (Fokus Teknokratis yang 

Mengabaikan Asas)
Analisis Kritis

Integritas Teritorial

Pasal 2(1): Tujuan menciptakan kepastian hukum 

terhadap batas wilayah secara menyeluruh. Pasal 

3(1), 3(2): Penegasan berpedoman pada dokumen 

hukum nasional (UU Pembentukan Daerah) dan 

peta dasar nasional (RBI). Pasal 4 & 11: Menetapkan 

tahapan yang sistematis dan terkoordinasi secara 

nasional.

Fokus utama pada metode kartometrik dan survei 

lapangan (Pasal 6, 7, 14) yang bersifat teknis-

geografis murni, berpotensi mengabaikan batas-

batas sosial-historis yang tidak tercermin di peta 

dalam tahap awal penegasan.

Tercermin kuat dalam tujuan untuk menciptakan 

kepastian hukum yang seragam secara nasional, 

yang esensial untuk integritas teritorial. Namun, 

implementasinya sangat bergantung pada data 

teknis, yang bisa jadi tidak selaras dengan realitas 

sosial di lapangan jika tidak ada sengketa.

Kepentingan Nasional di Atas Kepentingan 

Lokal

Pasal 19(1), 21(3), 25: Kewenangan fasilitasi dan 

penyelesaian sengketa antar-provinsi berada di 

tangan Menteri (Pemerintah Pusat), menunjukkan 

supremasi kepentingan nasional. Pasal 18(1): 

Keanggotaan Tim PBD Pusat melibatkan berbagai 

lembaga strategis nasional (BIG, Pushidrosal, 

Ditopad).

Proses awal penegasan sangat bergantung pada 

kesepakatan para pihak (daerah) (Pasal 3(3), 9). Jika 

daerah berkeras pada klaim lokal tanpa 

mempertimbangkan kepentingan nasional yang 

lebih luas, proses bisa mandek sebelum intervensi 

pusat.

Asas ini terkandung kuat dalam struktur 

kelembagaan dan mekanisme penyelesaian 

sengketa, di mana Pemerintah Pusat bertindak 

sebagai arbiter final. Ini menegaskan bahwa batas 

daerah bukanlah urusan lokal semata, melainkan 

bagian dari arsitektur negara kesatuan.

Kesatuan Sistem Hukum

Pasal 3(5) & 34: Penetapan dan perubahan batas 

daerah diatur secara terpusat melalui Peraturan 

Menteri, bukan peraturan daerah. Pasal 2(1): Tujuan 

untuk menciptakan "kepastian hukum" yang 

seragam di seluruh Indonesia. Pasal 35: Aturan 

peralihan memastikan proses yang sedang berjalan 

disesuaikan dengan norma nasional baru.

Potensi muncul jika daerah menggunakan dokumen 

lokal (misal: peta adat) yang tidak diakui dalam 

Pasal 3(2) sebagai dasar klaim utama, yang dapat 

bertentangan dengan dokumen yuridis nasional.

Sangat tercermin. Seluruh prosedur, mulai dari acuan 

dokumen hingga penetapan akhir, berada dalam 

kerangka hukum administrasi negara yang terpusat, 

memastikan tidak ada dualisme hukum dalam 

penentuan batas wilayah administratif.

Kohesi Sosial-Budaya

Pasal 28(b): Secara eksplisit menyebutkan 

pertimbangan "aspek sosiologis, historis" oleh Menteri 

dalam memutus sengketa. Pasal 2(2): Menegaskan 

bahwa penegasan batas tidak menghapus hak 

ulayat dan hak adat, sebuah pengakuan implisit 

terhadap realitas sosial-budaya.

Aspek ini tidak menjadi pertimbangan utama dalam 

tahapan awal penegasan batas di darat (Pasal 4-8) 

dan di laut (Pasal 11-15), yang murni bersifat teknis. 

Aspek sosial-budaya baru muncul sebagai solusi 

ultimum remedium saat terjadi sengketa.

Asas ini terkandung, namun penerapannya bersifat 

reaktif, bukan proaktif. Permendagri tidak 

mewajibkan Tim PBD untuk secara aktif 

mengidentifikasi dan mengakomodasi aspek sosial-

historis sejak awal, melainkan hanya 

menggunakannya untuk memecah kebuntuan. Ini 

menunjukkan adanya kandungan asas, tetapi 

dengan implementasi yang terbatas dan bersyarat.
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Temuan Penting Penelitian
Penelitian ini menemukan bahwa asas kenusantaraan secara

normatif terkandung dalam Permendagri Nomor 141 Tahun
2017, tetapi penerapannya belum bersifat holistik dan merata.
Pendekatan teknis-yuridis mendominasi keseluruhan proses
penegasan batas wilayah, sementara aspek sosial dan historis
belum diintegrasikan secara sistematis sejak tahap awal,
sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni dengan realitas
lokal.
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Novelty
Penelitian ini mengusung pendekatan yang belum banyak dieksplorasi,

secara eksplisit menawarkan telaah kritis terhadap koherensi antara norma
penetapan batas wilayah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 141 Tahun 2017 dengan menggunakan perspektif asas
kenusantaraan sebagaimana termaktub dalam dalam materi muatan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selama ini,
kajian akademik yang membahas batas wilayah daerah umumnya hanya
berfokus pada aspek teknis administratif dan legal prosedural saja[9].
Namun demikian, pendekatan normatif yang menyoroti kesesuaian
regulasi dengan asas kenusantaraan masih sangat minim. novelty dari
penelitian ini tidak hanya terletak pada objek kajian (Permendagri
141/2017), tetapi juga pada metode pendekatan normatif berbasis asas
kenusantaraan dan menyoroti kebutuhan pembaruan hukum yang
integratif, adaptif, dan kontekstual dengan geopolitik nusantara.
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa

Permendagri No. 141 Tahun 2017 memang mengandung asas
kenusantaraan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945 dan UU
No. 12 Tahun 2011, namun penerapannya belum sepenuhnya holistik.
Dimensi teknis-yuridis seperti integritas teritorial, kepentingan nasional,
dan kesatuan sistem hukum tercermin kuat sejak tahap awal
penegasan batas melalui penggunaan data spasial dan dokumen
hukum nasional. Sebaliknya, dimensi sosial-historis baru
dipertimbangkan secara reaktif pada tahap penyelesaian sengketa,
sehingga potensi disharmoni dengan realitas lokal tetap terbuka.
Implikasi dari temuan ini menyoroti urgensi transformasi normatif
terhadap Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.
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Rekomendasi
Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi normatif

terhadap Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 agar asas
kenusantaraan diintegrasikan secara proaktif sejak tahap awal
penegasan batas wilayah. Selain itu, diperlukan penguatan
pendekatan interdisipliner yang mengombinasikan aspek
hukum, geospasial, dan sosial guna mencegah konflik batas
wilayah di daerah kepulauan.
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Penutup
Demikian paparan hasil penelitian ini disampaikan sebagai

kontribusi akademik dalam pengembangan hukum penataan
wilayah daerah kepulauan. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan
praktisi hukum dalam memperkuat keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.
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